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BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang :

Mengingat

BUPATI BANYUWANGI,

bahwa Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Satuan Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 21
Tahun 2016;

bahwa untuk menjamin kepastian dalam pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah
Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),
perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa kriteria
yang telah ditetapkan;

bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu
mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 21 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru
pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi dengan
menetapkan dalam Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5254);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4863;

Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Taahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5105);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanaan Minimal Pendidikan Dasar
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun
2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan
Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57
Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah
melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil Belajar oleh
Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/-
Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat
dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat;

Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang
Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah
Aliyah;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5
Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari
Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian
Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan  Ujian
Nasional;

17. Keputusan . . . . .



Menetapkan :

17.

18.

19.

20.

21.

Keputusan Bersama antara Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Pedoman
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan
Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran
2016/2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun
2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten banyuwangi
Tahun 2011 Nomor 1/D;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
DaerahKabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 3/E;

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan  Pendidikan pada  Satuan
Pendidikan di Lingkungan Pondok Pesantren Pemangku
Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor
38).

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Satuan Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi (Berita
Daerah Tahun 2016 Nomor 21)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANYUWANGI NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG TATA
CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANYUWANGI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor

21

Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik

Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi, diubah
sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 15 ayat (5) huruf b diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(5) b. Nilai rerata rapor

Rerata Nilai Rapor Mapel UASBN
Skor = X 300
Rerata Maksimal Nilai Rapor Mapel UASBN

2. Ketentuan . . . ..



2. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) huruf a dan b diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(4) a. Nilai Ujian Nasional (UN)

Pembobotan Nilai Ujian Nasional baik untuk kelompok
Teknologi dan Industri, dan kelompok pertanian dan

kehutanan:
No Mata Pelajaran Bobot Nilai Skor maks
Maks
1 Matematika 4 100 400
2 IPA 2 100 200
3 Bahasa Inggris 3 100 300
4 Bahasa Indonesia 1 100 100
Total Skor Maksimum 400 1000
Y Skor Ujian Nasional
SKOR = r- N4l %600
Skor Nilai UN Maksimal
Pembobotan Nilai Ujian Nasional untuk kelompok
Bisnis, Manajemen, dan Pariwisata:
Nilai Skor Maks
No Mata Pelajaran Bobot Maks
1 Matematika 3 100 300
2 IPA 2 100 200
3 Bahasa Inggris 3 100 300
4 Bahasa Indonesia 2 100 200
Total Skor Maksimum 400 1000
Y Skor Ujian Nasional
SKOR = J X 600

Skor Nilai UN Maksimal

(4) b. Nilai Rerata Rapor

Rerata Nilai Rapor
Skor = X 400
Rarata Nilai Rapor Maksimal

Pasalll. . . ..




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 27 Juni 2016

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 27 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,
TTD
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 22



